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PENDAHULUAN

Berdasarkan Ayat 1, Pasal 44, Bab
I, UU No 24 Tahun 2009, yang
berbunyi: “Pemerintah meningkatkan
fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa
internasional secara bertahap, sistematis,
dan berkelanjutan”, diperlukan langkah-
langkah dalam mewujudkannya. Pada
bagian Penjelasan atas UU No 24 Tahun
2009 dijelaskan: *“Yang dimaksud
‘bahasa international’ adalah bahasa
yang digunakan sebagai komunikasi
antarbangsa.”

Diperlukan politik bahasa.
Warami et al (2014: 1-11) yang
mengutip Lapoliwa (2011: 202)
mengatakan bahwa politik bahasa
nasional pada dasarnya didasarkan pada
visi bahasa yang ada di dalam negeri,
dalam hal ini Bl, bahasa daerah, dan
bahasa asing.

Tujuan khususnya adalah
menjelaskan 1) politik Bl di antara
bahasa daerah dan asing; 2) politik Bl di
era glolablisasi dan MEA; 3) dampak
politik Bl di era glolablisasi dan MEA,;
4) politik bahasa negara anggota MEA.
METODE PENELITIAN

Metode: kajian pustaka, yakni
dengan menggunakan studi literatur
baik secara daring (dalam jaringan)
maupun luring (luar  jaringan)
(Fahrurrozi dan Wicaksono (2017: 126),
Chang (2014:29), dan Bungin (2012:
110). Sumber data: teori dan informasi
berupa berita di Koran, daring dan
luring.

PEMBAHASAN
1. Politik bahasa Indonesia di antara
bahasa daerah dan bahasa asing

Bahasa Indonesia

Di negara-negara multibahasa
lainnya, seperti China, Phlipina, dan
Indonesia, yang populasinya besar dan
berbicara dengan ratusan bahasa yang
berbeda, bahasa nasional tidak hanya
berfungsi sebagdingua franca, tetapi
juga bahasa resmi yang menjadi
pemersatu secara simbolis bagi bangsa-
bangsa ini. (Holmes, 2013: 106)

Bahasa daerah di Indonesia
dilestarikan dan dijadikan salah satu
mata pelajaran muatan lokal di sekolah-
sekolah. Kosakata bahasa daerah sudah
banyak yang dimuat dalam KBBI V.
Contoh, kategelis dari Sunda tidak ada
pada KBBI Edisi Ill (2000), pada Edisi
IV dan pada Edisi V sudah ada. Kata
blusuk dari Jawa tidak ada pada KBBI
Edisi Il (2002) dan Edisi IV (2008),
pada Edisi V sudah ada. Katalo dari
Minangkabau tidak ada pada KBBI
Edisi Il (2002), pada Edisi IV (2008),
dan Edisi V sudah ada.

Kondisi yang ada:

1) Perda Jabar No. 14/2014 tentang
Perubahan Perda Jabar No. 5/2003
tentang Pemeliharaan BSA Daerah,
pasal 7a ayat 2 yang berbunyi: “(2)
Perlindungan bahasa  daerah
dilakukan melalui: a. pendidikan;
b. penggalian potensi bahasa; c.
pengaksaraan; d. pendataan; e.
pendaftaran; f. revitalisasi
penggunaan bahasa daerah; qg.
pendokumentasian; dan publikasi.”

2) Perda No. 8/2017 tentang
Pengutamaan Bl dan
Pelindungan BSD Sumut. “Bahasa
Indonesia wajib digunakan untuk
nama bangunan/gedung,dll.”
(Tempo.co, 26 Oktober 2017)

3) Bahasa Inggris diberikan pada
tingkat SLTP sampai perguruan
tinggi. Di perguruan tinggi, mata
kuliah Bahasa Inggris adalah mata
kuliah umum dan wajib. Sks mata
kuliah ini adalah 3 sks. Sks mata
kuliah Bahasa Inggris lebih banyak
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daripada sks mata kuliah Bahasa
Indonesia (2 sks).

4) Hasil penelitian Krishandini dan
Defina  (2013: 217-227)
penggunaan nama daerah atau
tempat dengan bahasa asing,
seperti bahasa Inggris ditanggapi
oleh masyarakat adalah suatu hal
yang wajar atau sah-sah saja.

5) Kondisi (4) itu akan sama seperti di
Kamerun (Echu, 2004: 19-33;
Nkwetisama, 2017: 106-114. Pada
bagian abstraknya dikatakan bahwa
lebih dari 285 bahasa asli
Kamerun mungkin hancur oleh
bahasa Inggris. Sekitar 40 yang
saat ini sedang digunakan dalam
pendidi-kan di berbagai jenjang
pendidikan di sana. Tollefson
dalam Nkwetis-ama (2017: 106-
114) mengungkap-kan bahwa di
AS dan di Australia dengan posisi
bahasa Inggris yang unggul telah
berkontribusi terhadap kepunahan
bahasa-bahasa pribumi, sehingga
merampas hak-hak pribumi, hak-
hak komunikatif, dan hak-hak
istimewa setempat.

2. Politik bahasa Indonesia di
EraGlolablisasi dan MEA
Kondisi yang ada:

1) Pemakaian bahasa tidak merata di
dunia global (Radhakrishnan dalam
Pennycook 2010:65).

2) Perlu politik  bahasa  dalam
menghadapi globalisasi dan MEA
(Phillipson&Skutnabb-Kangas dalam
Pennycook, 2010: 65).

3) Perlu mikro-politik dalamkehidupan
sehari-hari, yakni tentang politik
identitas (.Janks,2010: 41)

4) Fakta di Kamerun sama dengan di
negara-negara Afrika Sub-Sahara,
yakni bahasa dianggap sekunder atau
kurang penting untuk dianggap agak
serius (Echu, 2004: 19-33)

5) Kendala yang Malaysia hadapi
adalah kesulitan dalam  mencari
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padanan Kkatal/istilah  yang paling
tepat karena kekurangan kosakata
dalam bahas Melayu (Ishak, 2015:
42-49).

6) Pemerintah RI lebih mementingkan
aspek lain dibandingkan dengan
bahasa: Permenaker No. 12/2013
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga
Kerja Asing, Bab V: Persyaratan TKA,
Pasal 26, Ayat 1d: dapat berkomunikasi
BI. Diganti Permenaker No. 16/ 2015

Menaker, Hanif D.: tujuannya
investasi tidak terhambat, banyak
perusahaan mengeluh syarat

tersebut, sehingga urung berinvestasi
di RI. Kompas. Com (2015)

7) PP RI No0.57/2014  tentang
Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta
Peningkatan Fungsi Bl. Pada Bab V,
Pembinaan Bahasa dan Sastra, Pasal
20,(1) Warga negara asing yang akan
bekerja dan/atau mengikuti
pendidikan di RI /akan menjadi
warga negara RI harus memiliki
kemampuan ber-Bl sesuai dengan
standar kemahiran ber-Bl yang
dipersyaratkan. (2) WNA yang
belum memenuhi standar kemahiran
ber-Bl sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mengikuti
pembelajaran untuk meraih
kemampuan ber-Bl.”

8) Penolakan Waka Komisi VII DPR
RI, Herman Khaeron (Liputan6.com,
2018-3-6): dan Ketua Komisi IX
DPR, D. Yusuf: (Trimbun-news.com,
2015-8-24). Kajur Pendidikan
Bahasa FIB, Unsoed, Subandi
(Tempo.Co, 22 2016-1-22).

9) Bahasa-bahasa di dunia akan
terancam punah karena masyarakat
dunia akan menggunakan bahasa-
bahasa yang digunakan dalam dunia
bisnis. (Srichampa, 2015:12) yang
mengutip UNESCO

10) Pemerhati bahasa: “Bl, M. Bru-nai,

M. Malaysia jadi bahasa ASE-AN”
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. Vietanam:

. Malaysia,

sebagai bahasa ASEAN (Takari,
2017: 1-10; Definaet al. 2015;
Takari 2017:6).

. Dampak Politik bahasa Indonesia

di Era Glolablisasi dan MEA

. Kurangnya penghargaan orang asing

terhadap Bl. Contoh: TKA Tiongkok

berkomunikasi dengan pengunjung
lokal menggunakan B.Inggris

(Liputan6com, 2017-12-27).

. Semakin banyaknya TKA ilegal di

Indonesia. Tahun 2016 ada 1.383
orang. Pelanggaran: TKA vyang
bekerja tanpa Izin Menggunakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA)

sebanyak 820 orang (hampir 60%)
dan sisanya TKA dengan penyalah-
gunaan jabatan (Kemenaker, 2016).

. Terjadi salah komunikasi. “Tenaga

kerja lokal terlibat perkelahian de-
ngan tenaga kerja asing di pertam-
bangan nikel Bondoala, Ken-
dari.”(Liputan6.com, 2017-3-7)

. Politik bahasa negara anggota

MEA

terus meningkatkan
keahlian dan kemampuan berbahasa
asing tenaga kerjanya.
(English.news.cn, 2015)

. Thailand: pekerja asing mempelajari

bahasa Thai, sebagai  bahasa
masyarakat Thailand. Penguasa atau
pemilik usaha tetap mengggunakan
bahasa Thai dalam berkomunikasi
dengan pekerjanya yang datang dari
luar Thailand. (Srichampa, 2015:10).
Penduduknya sudah banyak yang
terampil dalam bahasa asing, seperti
Inggris (Virasin, 2014) Thailand
emberikan  keterampilan  bahasa
negara-negara tetangganya (ASEAN)
dalam pendidikan untuk
mempersiapkan angkatan kerjanya
(ICEF Monitor, 2013).

sejak merdeka, tahun
1957, pemerintahannya menyata-kan
bahwa bahasa Melayu adalah bahasa
resmi dan digunakan untuk bahasa

pemerintahan dan pen-didikan untuk
semua tingkatan pendidikan. Pada

tahun 2002, pe-merintahnya
mengumumkan pem-balikan
kebijakan, menjadikan B. Inggris

sebagai media semua aktivitas (Gill,
2005: 241-260).

PENUTUP

1. Politik Bl di antara bahasa-bahasa
daerah dan asing mestilah semakin
diperkuat dengan terus
menyosialisasikan pemakaian B,
terutama dalam pemberian nama.

. Di era glolablisasi dan MEA ini perlu
ditingkatkan politk Bl dengan
adanya kerja sama dengan negara-
negara ASEAN vyang memiliki
bahasa serumpun.

3. Dampak politik Bl di era glolablisasi
dan MEA menghambat
penginternasionalan BI.

4. Politik bahasa negara anggota MEA
berbeda dengan Indonesia.
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